
,__,_ ---I -~ . 
~..-::-. .. . I p E R p JJ s TA v A (., 

. ., ··:~~·":·~~ _ i !t.:~~/ !. ''f' r f, '. \l ' J! L ·\ 
:: ·~-. i.r i •. !< ;\ Lt{. I , \•' " < 1 !\1' 

. . :E; ~ \ I' 

SKRIPSI 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK 

(Studi Kasus Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta pusat No.541 /Pid.B/2007/PN.JKT.PST) 

<. 

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS AKHIR GUNA MEMENUHI 

SYARAT MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM 

OLEH: 

NAMA FERDY ARBI 

NPM 2005115113 

F AKUL T AS HUKUM 

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 

JAKARTA 2008 



\.•·.~. 

NAMA 

NPM 

F AK/PROG STUD I 

JUDUL SKRIPSI 

~ ·. . 

\ . 

PERSETUJUAN SKRIPSI 

FERDY ARBI 

2005115113 

HUKUM I ILMU HUKUM 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK 

PIDANA PERDAGANGAN ANAK (STUD! 

KASUS PUTUSAN PERKARA PENGADILAN 

NEGERI JAKARTA PUSAT N0.541 I PID.B I 2007 

I PN.JKT.PST) 

DISETUJUI OLEH : 

PEMBIMBING TEKNIS 

IF AN NOOR AD HAM, SH, MH. 

11 
Analisis Yuridis..., Ferdy Arbi, Fakultas Hukum 2008



.. 

LEMBAR PENGESABAN SKRIPSI 

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
PROGRAMSTRATASATUFAKULTASHUKrnM 

SK TERAKREDITAS NOMOR: OOlBANIPT/AK-XI/51/IV/2008 

NAMA 
NPM 

PENGESABAN SKRIPSI 

F AK/PROGRAM STUD I 

FERDY ARBI 
2005115113 
HUKUWILMU HUKUM 

JUDUL SKRIPSI 

ANALISIS YURIDIS TERBADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN 

ANAK (STUD I KASUS PUTUSAN PERKARA PENGADILAN NEGERI 

JAKARTA PUSAT N0.541 I PID.B /2007/ PN.JKT.PST) 

' .. 
PENGUJII PENGUJIII 

SY AIFUL BAHRI., SH., MH. 

z :;)l ;~ c:fl ~ 
DR. DR. DRS. A.A OKA DHERMA WAN., SH., M.HUM., MSI. 

lll 
Analisis Yuridis..., Ferdy Arbi, Fakultas Hukum 2008



.. 

" I 

KATA P~:NGANTAR 

Penulis sudah scpantasnya mengucap puJa dan puji syukur k~.:hadirat 

Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, kesehatan dan pcngetahuan 

kepada penulis schingga dapat mcnyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul 

Analisis Yuridis T~.:rhadap Tindak Pidana Pcrdagangan Anak (Analisis Putusan 

Pcrkara Pengadilan ncgcri Jakarta Pusat No.541 /Pid.B/2007?PN..IKT.PST) ini. 

Penulis juga mcngucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tclah 

mengarahkan dan mcrnhantu dalam pcnelitian dan penyusunan skripsi ini. 

Skripsi ini selesai bcrkat dukungan dan bantuan orang lain, antara lain : 

I. Terima kasih kcpada l~cktor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Drs. 

Logan Siagian, M II. 

2. Tcrima kasih kcpada lkkan Fakultas llukum Universitas Bhayangkara Jakarta 

Raya, Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhcrmawan, SH. M.Hum., M.si. 

3. Tcrima kasih kcpada ihu Sawitri Yuliharti, Sll. Mil. Selaku Kabid I 

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 

4. Terima kasih kepada ibu Ora. Siti Ropiah, SH. MH. Selaku Kabid fi 

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 

5. Tcrima kasih saya sampaikan kcpada dosen pembimbing saya, bapak 

SINGGIH RAIIADI, Sll. Mil. Atas bimbingannya dan kesabarannya sclama 

mcngcrjakan skripsi ini, serta dorongannya untuk scgcra mcnyelesaikan 

skripsi ini. 

IV Analisis Yuridis..., Ferdy Arbi, Fakultas Hukum 2008



.. 

.. 

... 

6. Terima kasih kepada !FAN NOOR ADHAM, SH. MH. Atas bimbingannya 

serta kcsabarannya sel<.1ma ini. 

7. Terima kasih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tclah mcmbcrikan 

ijin dan stat' yang tclah membantu dalam penclitian penyusunan skripsi ini. 

Skirpsi ini ditulis alas tujuan untuk mclengkapi tugas akhir guna 

mcmcnuhi syarat mencapai gclar sarjana hukum (S I) di Fakultas llmu llukum 

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 

Atas dasar alasan tcrscbut maka penulis mcmberanikan diri mencoba 

mcnuliskan corctan-corctan tcntang tinjauan yuridis tcrhadap tindak pidana 

perdagangan anak yang diharapkan dapat memenuhi persyaratan mencapai gelar 

sa~jana hukurn scbagairnana dikcmukakan diatas. Namun, pcnulis mcnyadari 

skripsi ini masih jauh dari kata scmpurna. Untuk itu pcnulis dcngan hati tcrbuka 

menerima segala tcgur sapa dan kritik dari para pembaca yang budiman. Scbclum 

dan sesudahnya saya mcngucapkan banyak terima kasih dan sclamat membaca. 

Jakarta, 05 November 2008 

Ferdy Arbi 

Analisis Yuridis..., Ferdy Arbi, Fakultas Hukum 2008



a 

• 

ABSTRAK 

Nama Ferdy Arbi, 2005115113, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Perdagangan Anak (Analisis Putusan Perkara 
No.541/Pid.B/2007/PN.JKT.PST), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara 
Jakarta Raya, 2008. 

Manusia merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan 
kewajiban, hak dan kewajiban tersebut harus benar-benar diperhatikan. Tindak 
pidana perdagangan anak merupakan salah satu contoh pelanggaran terhadap hak 
dan kewajiban manusia sebagai subyek hukum. Salah satu kasus yang terkait 
dengan situasi tersebut adalah Putusan Hakim Pidana 
No.541/PID.B/200/PN.JKT.PST. yaitu dalam perkara perbuatan 
memperdagangkan anak, yang dilakukan oleh terdakwa YULIANTI als. YULI 
dengan dibantu oleh Rian Supriyatna (DPO), Terdakwa didakwa oleh penuntut 
umum Dengan dakwaan primair Pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dakwaan susidair Pasal 
330 ayat (1) KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa 
hukum pidana dan UU Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang perdagangan 
anak dan untuk memberikan penjelasan mengenai kesesuaian putusan Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat No.541/PID.B/200/PN.JKT.PST dengan aturan hukum yang 
berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu 
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan 
atau, dapat juga berupa pendapat para pakar yang ahli mengenai masalah ini yang 
disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, naskah ilmiah, laporan 
penelitian, media massa dan lain-lain. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindak pidana 
perdagangan orang dalam Pasal297 KUHP dan dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal yang mengatur mengenai tindak 
pidana perdagangan anak, terdapat dalam Pasal 83 dan 88. Putusan hakim pidana 
No.541/PID.B/200/PN.JKT.PST, tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 
Karena dalam putusan tersebut, hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa 
tidak memberatkan bagi terdakwa dan masih terlalu ringan. Hakim seharusnya 
menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku tindak pidana 
perdagangan anak, tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku 
tindak pidana perdagangan anak tersebut, dan mengurangi jumlah korban 
perdagangan anak yang ada di Indonesia serta dapat memberikan perlindungan 
hukum yang lebih baik. Pemerintah telah serius dalam menangani dan mengatasi 
kejahatan perdagangan anak yang ada di Indonesia. Diantaranya adalah dengan 
disahkannya Undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana 
perdagangan anak yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Republik Indonesia No.2 I 
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, oleh 
sebab itu kita semua berharap dengan di keluarkannya Undang-undang tersebut, 
mampu memberikan dampak yang positif. Hakim harus mengkaji dan menelah 
peraturan-peraturan lain mengenai kasus yang ditanganinya, sehingga hukuman 
yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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A. Latar belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Masalah perdagangan orang telah terjadi sejak abad keempat dan 

berkembang terns pada abad ke delapan belas dikawasan amerika serikat yang 

didasarkan pada perbedaan ras atau wama kulit. Perbudakan dan penghambaan 

pemah ada dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada jaman raja-raja Jawa dahulu, 

perempuan merupakan bagian pelengkap dari system pemerintahan yang feudal. 

Pada masa itu, konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai yang agung 

dan yang mulia. Raja mempunyai kekuasaan penuh antara lain tercermin dari 

banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri 

bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, sebagian lagi 

persembahan dari kerajaan lain, tetapi ada juga yang berasal dari lingkungan kelas 

bawah yang di-"jual" atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar 

keluarga tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan keluarga istana. Sistem 

feudal ini belum menunjukan keberadaan suatu industri seks tetapi telah 

membentuk landasan dengan meletakan perempuan sebagai barang dagangan 

untuk memenuhi nafsu lelaki dan untuk menunjukan adanya kekuasaan dan 

kemakmuran. Pada masa penjajahan Belanda, industri seks menjadi lebih 

terorganisir dan berkembang pesat yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemuasan 

seks masyarakat Eropa seperti serdadu, pedagang dan para utusan yang pada 
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